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ABSTRAK 
 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah dalam penyelenggaraan pilkada Riau 
2018 panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya masih belum berjalan dengan baik, karena masih ditemukannya 
pelanggaran yang terjadi. 
Tujuan penulis meneliti masalah diatas adalah, untuk mengetahui peran 
panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan 
pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang 
pemilihan Gubenur Bupati dan Walikota, dan untuk mengetahui faktor 
penghambat yang dihadapi oleh panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam 
mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 
10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubenur Bupati dan Walikota. 
Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum Empiris 
Sosiologis yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji 
bekerjanya hukum didalam masyarakat, adapun salah satu objek kajiannya yaitu 
mengatur peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum. 
 Lokasi penelitian dilakukan dikantor panwaslu Kabupaten Kepulauan 
Meranti, populasi dalam penelitian ini sebanyak 16 orang, sedangkan sampel yang 
diambil sebanyak 8 orang, dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni 
teknik pengambilan secara sengaja dan langsung ditentukan oleh peneliti dengan 
cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. teknik 
pengumpulan data dengan observasi dilanjutkan dengan wawancara, dengan 
menggunakan metode analisis data deskriptis kualitatif, yaitu menjelaskan secara 
rinci sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami, diperoleh melalui 
observasi lapangan, dilanjutkan dengan wawancara, dan ditarik kesimpulan pada 
akhirnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, peran panwaslu Kabupaten Kepulauan 
Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 melaksanakan 
pengawasan berkordinasi secara struktural dengan menerima laporan pelanggaran, 
mengawasi jalanya pilkada dengan berkoordinasi bersama KPU, menindak 
pelanggaran dan hanya berwenang merekomendasikan pelanggaran tersebut. 
tetapi dalam perakteknya belum berjalan dengan maksimal, disebabkan oleh 
lemahnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan terkesan saling 
salah menyalahkan antara satu dengan yang lainya. sedangkan faktor penghambat 
yang dihadapi panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, berupa lemahnya aturan 
peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, terbatasnya anggaran 
pembiayaan, keadaan geografi dan sarana penunjang kerja, serta kurangnya 
kesadaran dari pemilih dan peserta pilkada. 
Kesimpulan pada akhirnya adalah peran panwaslu Kabupaten Kepulauan 
Meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 berdasarkan 
Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan 
Walikota adalah melaksanakan pengawasan hanya secara administrasi, sedangkan 
berdasarkan undang-undang yang berlaku tugas dan wewenang panwaslu 
memiliki hak pengawasan yang luas meliputi pengendalian keseluruhan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan pancasila 
yang merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) 
yang terdapat didalam pembukaan UUD 1945,
1
 sebagai dasar negara, 
pancasila merupakan suatu asas dasar filsafat Negara (Phylosofische 
Grondslag), dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan 
sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai 
sumber tertib hukum negara republik Indonesia, konsekuensinya seluruh 
peraturan perundang-undangan serta penjabaranya senantiasa berdasarkan 
nilai-nilai yang terkandung didalam sila-sila pancasila,
2
 negara Indonesia 
adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, segala aspek dalam 
pelaksanaannya dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem 
peraturan perundang-undangan,
3
 
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi 
norma-norma hukum yang mengikat untuk umum baik yang ditetapkan oleh 
legislator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan 
kemenangan delegasi dari undang-undang yang berlaku, undang-undang 
merupakan bentuk hukum paling tertinggi statusnya dibawah undang-undang 
dasar, sebagai produk hukum undang-undang baru mengikat untuk umum 
                                                             
1
 Firdaus, Pancasila, (Riau : Suska Perss, 2010 ), h. 5 
2
 Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta :  Paradogma, 2010 ), h.147 
3
 Ibid, h.148 
 
1 
2 
 
 
 
yaitu pada saat di undangkan (meneverbindende vourschifen ),
4
 menurut PJP 
Talk, undang-undang dalam artian formil dan materil adalah pemerintah 
bersama dengan parlemen mengambil keputusan dalam membuat undang-
undang, jika suatu lembaga yang mempunyai kemenangan membentuk 
peraturan perundang-undangan dan mengeluarkan suatu keputusan yang 
mengikat masyarakat umum.
5
 
Terdapat kolerasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada 
konstitusi dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui system 
demokrasi, dalam sistem demokrasi, parstisipasi rakyat merupakan esensi dari 
sistem ini, dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan system 
demokrasi, menurut  Frans Magnissuseno, “negara demokrasi dalam arti yang 
sesungguhnya, demokrasi merupakan cara paling aman untuk 
mempertahankan kontrol atas Negara hukum”. Misalnya dalam UUD 1945 
pasal 1 ayat 2-3 mencantumkan kedua konsep sebagai sebuah model bentuk 
dan kedaulatanya negara, hal ini ditempatkan pada bagian awal pembukaan 
awal UUD 1945.
6
 
Arti demokrasi (umum), istilah demokrasi berasal pada dua kata 
yunani, yaitu demos artinya rakyat, dan kratia artinya pemeritahan, jadi 
demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan 
oleh mereka yang diprintah,
7
 maka dalam artian demokrasi itu termasuk cara 
                                                             
4
JimlyAssadiqi, Pengantar Hukum Tata Negara, (Jakarta : Sekeretariat Jendral Dan 
Kepaniteraan MK, 2006), h.202-205 
5
JimlyAshadiqi, PerihalUndang-Undang, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 83 
6
 Abdul Aziz Hakim,  Negara Hukum dan Demokrasi Diindonesia, (Yogyakarta : pustaka 
pelajar, 2011), h. 161 
7
Ibid, h.174 
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pemerintah dimana golongan yang memerintah dan diperintah itu adalah sama 
tidak terpisah, artinya satu sistem pemerintahan negara dalam pokoknya 
semua orang (rakyat) adalah sama untuk memerintah dan juga diperintah, 
adapun demokrasi konstitusional bahwa pemerintah yang demokratis adalah 
pemerintahan yang terbatas kekuasaanya dan tidak dibenarkan bertindak 
sewenang-wenang terhadap warga negaranya, kekuasaan negara dibagi 
sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu 
dengan cara menyerahkanya kepada beberapa orang atau badan yang tidak 
memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan.
8
 
demokrasi ditandai oleh adanya tiga syarat, yaitu, (1) kompetisi didalam 
memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, 
dan (3) adanya hak-hak sipil dan politik.
9
 
Pada preode ini beberapa regulasai dikeluarkan, ada beberapa 
peraturan perundang-undangan yang menyangkut lembaga perwakilan dan 
pemilihan umum, pemilihan umum merupakan instrument penting dalam 
negara demokrasi yang menganut system perwakilan, pemilu berfungsi 
sebagai alat penyaring bagi politikus-poltikus yang akan mewakili dan 
membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan tersebut,
10
 pemilihan 
umum juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga praktik politik yang 
memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan 
(representative government), atau bisa disebut dengan arena “political 
                                                             
8
 Ni’matul huda, Ilmu Negara, (Jakarta :  Rajawali Perss, 2010), h.201 
9
 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi pasca Orde Baru, (Jakarta 
:Kencana prenada Media Group, 2010), h.83 
10
 Mahfud Md, Politik hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 60 
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market” yang berarti pemilu menjadi tempat individu/masyakat untuk 
berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu. Dalam 
kehidupan berdemokrasi, pemilu merupakan suatu proses yang substansional 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, dikatakan substansional karena pemilu 
dilakukan secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenerasi 
kepemimpian, sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang 
otoriter. Menurut Rose dan Muossawir adapun fungsi pemilihan umum yaitu, 
(1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung, (2) 
sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, (3) 
barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, (4) sarana rekrutmen politik, 
dan (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan 
rakyat.
11
 
Penyelenggaraan pemilu peresiden dan wakil peresiden  2004 secara 
langsung telah mengilhami dilaksanakanya pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah (pilkada) secara langsung pula, hal ini didukung dengan 
semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999, pilkada 
masuk dalam rezim pemilu setelah disahkanya undang-undang No 22 tahun 
2007 tentang penyelenggara pemilihan umum sehingga sampai saat ini pemilu 
kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dikenal dengan  istilah 
pemilukada, pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukanya undang-undang 
No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 32 tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah. pemilu gubenur dan wakil gubenur 
                                                             
11
 Muhaddam lzbolo Dan Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di 
Indonesia, (Jakarta : Rajawali Perss, 2015), h. 50-53 
5 
 
 
 
diselanggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota.
12
 sejalan 
dengan penguatan demokrasi melalui amandemen UUD 1945, pada Tahun 
2014 sistem pemilihan ini kembali berubah dari sistem pemilihan melalui 
DPRD menjadi sistem pemilihan langsung, melalui undang-undang nomor 22 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sistem 
pemilihan langsung ini sempat dikoreksi lalu dikembalikan kepada mekanisme 
pemilihan di DPRD, meski kemudian karena protes dan desakan publik juga 
dukungan penuh dari DPD RI yang memang sejak awal mendukung Pemilihan 
Kepala Daerah secara langsung akhirnya pembuat undang-undang kembali 
menetapkan mekanisme pilkada secara langsung melalui undang - undang No 
10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 1 tahun 2015 
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 
2014 tentang pemilihan gubenur, bupati, dan walikota.
13
 
Potensi masalah dalam penyelenggaraan pilkada serentak meliputi 
efektifitas dan efesiensi anggaran, ancaman mony politik dan black campanye 
yang masif.
14
 dalam undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan 
umum secara langsung pelanggaran pemilu dikategorikn menjadi 6 
diantaranya, pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yaitu 
pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada 
sumpah dan/atau janji penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi 
pemilu, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur,dan mekanisme 
yang berkaitan dengan administrasi pelaksana pemilu yang berkaitan dengan 
                                                             
12
 Ibid, h.174-175 
13
Herry Febriadi, A’adl, (Jurnal Volume X No 1, Januari 2018), h. 44 
14
Ibid, h. 308 
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alat peraga kampanye, sengketa pemilu, yaitu sengketa yang terjadi antar 
peserta pemilu,tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana yang berkaitan 
dengan pelanggaran dan kejahatan selama berlangsungnya pemilu, sengketa 
tata usaha Negara pemilu, yaitu, sengketa yang timbul antara penyelenggara 
pemilu dengan peserta pemilu, perselisisihan hasil pemilu, yaitu perselisihan 
antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil 
pemilu.
15
 
Praktek penyelenggaraan pilkada secara langsung di Indonesia selama 
ini, penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan masalah penegakan hukum. 
disebabkan tidak lain karena peluang untuk terjadinya pelanggaran sangat 
terbuka, baik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta 
pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, 
pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum sebagaimana disebutkan dalam 
Perbawaslu No. 13 tahun 2012 tentang tata cara Pengawasan Pemilu. Pada 
saat era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, 
dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai 
Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang 
adhoc, Namun demikian, panwaslu sebagai badan formal yang bertugas untuk 
mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami 
berbagai kendala pengawasan.
16
 
                                                             
15
 Yatarullah, Sistem Pemilu, (Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau, 2015), h. 60-68 
16
Ratnia Sholihah Dkk, Jurnal Wancana Politik, (Volume 3, No 1 Maret 2018 : 14-28), h. 
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Pemilihan kepala daerah serentak putaran terakhir, 27 juni 2018 di 
provinsi riau, panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten Kepulauan 
Meranti menyampaikan hasil pengawasan temuan selama perhelatan pilkada 
riau 2018 disampaikan saat pleno tingkat kabupaten, tanggal 5 juli 2018, 
pelanggaran yang ditemukan diantaranya, pelanggaran adminitrasi daftar 
pemilih, pelanggaran kelalaian petugas kelompok penyelenggara pemungutan 
suara, pelanggaran berita acara pemungutan dan penghitungan surat suara, 
pelanggaran logistik surat suara, pelanggaran oleh kelompok penyelenggara 
pemungutan suara yang tidak menunjukan surat tugas, dan pelanggaran 
tupoksi (tugas pokok dan fungsi) terhadap jajaran penyelenggara pilkada. 
adapun tugas dan wewenang panwaslu adalah, mengawasi pelaksanaan setiap 
tahapan pemilu dan menangani temuan pelanggaran adminitrasi pemilu, dan 
menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. 
Dengan demikian sangat menarik jika ditelaah lebih lanjut terhadap 
pelanggaran-pelanggaran hasil pleno diatas, salah satunya penulis ambil yaitu 
pelanggaran kelalaian petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, 
dapat juga disebut dengan KPPS. berdasarkan pasal 21 undang-undang No. 10 
tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ayat (1) 
anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota 
masyarakat di sekitar TPS, ayat (1a) seleksi penerimaan anggota KPPS 
dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas dan 
integritas dan kemandirian calon anggota KPPS, ayat (2) anggota KPPS 
diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota, 
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dan ayat (4) susunan keanggotaan terdiri atas seorang ketua merangkap 
anggota dan anggota. 
Penyelenggaraan pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap 
mulai pada 2015, kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 15 februari 2017, 
untuk kepala daerah yang masa jabatanya pada semester kedua 2016 dan yang 
berakhir pada 2017, selanjutnya, secara bertahap gelombang ketiga di 
laksanakan pada juni 2018, hingga pilkada serentak nasional pada tahun 2027 
yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. meskipun demikian, dalam 
praktiknya, pilkada melahirkan berbagai konflik, diantaranya di picuakan 
masalah, adminstrasi data pemilih, netralitas penyelenggara pemilu, serta 
kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan peserta politik terhadap peraturan 
yang berlaku,
17
 pemilihan kepala daerah serentak putaran terakhir, 27 juni 
2018 di provinsi Riau, panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten 
Kepulauan Meranti menyampaikan hasil pengawasan dan temuan selama 
perhelatan pilkada riau 2018 di sampaikan saat pleno tingkat kabupaten, 
tanggal 5 juli 2018 terdapat beberapa pelanggaran yaitu pelanggaran 
administrasi. 
Dalam undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubenur, 
bupati dan walikota, pasal 30 ayat 1, tugas dan wewenang panwaslu kabupaten 
kota yaitu, melakasanakan pengawasan rekrutmen PPK (panitia pemilihan 
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 Achmad Arifullah, Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokrasi Damai Dan 
Bermartabat, (Jurnal Volume I, No 2 mei-Agustus 2005), h. 302 
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kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara), dan KPPS (kelompok 
penyelenggara pemungutan suara).
18
 
Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul : Peran Panwaslu Kabupaten 
Kepulauan Meranti dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Riau 
2018 Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang 
Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota. 
 
B. Batasan Masalah  
Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta 
untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis 
memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas peran 
panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan 
pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang 
pemilihan gubernur bupati dan walikota. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam 
mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-
undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan 
Walikota ? 
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 Undang-undang  No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan 
Walikota 
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2. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan panwaslu kabupaten 
kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 
berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan 
Gubernur Bupati dan Walikota ? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dari tujuan 
penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui peran panwaslu kabupaten kepulauan meranti 
dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan 
undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubenur, Bupati 
dan Walikota. 
b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh panwaslu 
kabupaten kepulauan meranti dalam mengawasi penyelenggaraan 
pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 
tentang pemilihan Gubenur,Bupati dan Walikota. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang di harapkan peneliti dari penelitian ini yaitu 
antara lain : 
a. Secara peraktis diharapkan penelitian ini sebagai masukan bagi 
panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam penyelenggaraan 
pilkada lebih meningkatkan kinerjanya. 
11 
 
 
 
b. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran upaya bagi panwaslu kabupaten kepulauan meranti dalam 
menjalankan perundang-undangan. 
c. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil 
penelitian ini dan juga dapat di jadikan bahan pertibangan bagi peneliti 
lain yang ingin meneliti lebih lanjut.  
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik 
penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan 
diteliti.maka peneliti telah menerapkan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris Sosiologis 
yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya 
hukum didalam masyarakat, adapun salah satu objek kajianya adalah 
dalam mengatur peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan 
hukum, pendekatan dalam penelitian hukum Empiris berfokus pada 
perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya 
hukum dalam masyarakat, hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata 
(actual behavior) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan 
hidup bermasyarakat.
19
 dengan maksud menjelaskan secara jelas tentang 
peran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi 
penyelenggaraan pilkada riau 2018 berdasarkan undang-undang No. 10 
tahun 2018 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota. 
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 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung 
: Alfabeta Bandung, 2017), h. 70 
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2. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah merupakan sekelompok orang-orang yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 
penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap 
mewakili populasinya.
20
 adapun yang menjadi populasi adalah 1 ketua 
panwaslu kabupaten kepulauan meranti, 14 staf panwaslu Kabupaten 
Kepulauan meranti, dan 1 kordinator Devisi pencegahan hubungan dan 
antar lembaga panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. dari jumlah 
populasi tersebut sampel yang diambil yaitu 8 orang. dengan 
menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik pengambilan secara 
sengaja dan langsung ditentukan oleh peneliti dengan cara menetapkan 
ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. 
Tabel I.1 
Populasi dan Sampel 
 
No Sub populasi Populasi Sampel Presentase 
1 Ketua Panwaslu 1 1 100% 
2 Staf Panwaslu 14 6 43% 
3 Kodif pencegahan dan 
hubungan antar lembaga 
1 1 100% 
 Jumlah 16 8 50% 
 
3. Sumber Data  
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 
diucapkan secara lisan,gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 
subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian 
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 Ibid, h. 72 
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(informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
21
 yaitu 
wawancara dengan ketua dan staf Panwaslu Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
grafis yang dapat memperkaya data primer, berupa tabel, catatan, 
notulen yang terkait penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Observasi 
Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 
pengamatan secara langsung diloksi penelitian, pengamat harus jeli 
dalam mengamati, menatap kejadian, gerak atau proses yang disusun 
berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan 
akan terjadi, dan berdasarkan refrensi yang berkaitan dengan persoalan 
yang akan diteliti. 
b. Wawancara 
Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 
mendapatkan keterangan-keterangan lisan dan berhadapan muka 
dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.
22
 
c. Studi Pustaka 
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 Sandu Siyoto dan Adi Sodik, Dasar Metode Penelitian, (Yogyakarta : Literasi Media 
Publishing, 2015), h. 28 
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Adalah memperoleh data yang berhubungan dengan masalah penelitian 
dan hasil pemikiran-pemikiran secara teori dalam penelitian. 
5. Analisis Data 
Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan 
metode analisis Deskriptis Kualitatif, yaitu setelah semua sumber data 
berhasil dikumpulkan maka penulis akan menjelaskan secara rinci 
sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas 
pada kesimpulan akhirnya yang diperoleh melalui wawancara, analisis 
dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam 
catatan lapangan (transkrip) dan bentuk lain. 
F. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang akan di sajikan dalam penelitian ini terdiri 
dari bab pertama sampai bab kelima, yaitu yang terdiri dari : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini akan menguraikan antara lain : 
A. Latar belakang masalah 
B. Batasan masalah 
C. Rumusan masalah 
D. Tujuan penulisan dan manfaat penulisan 
E. Metode penelitian 
F. Sistematika penulisan 
BAB II  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Dalam bab ini akan menguraikan tentang : 
A. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti 
15 
 
 
 
B. Sejarah dan profil kantor serta struktur organisasi panwaslu 
Kabupaten Kepulauan Meranti 
BAB III  :  TINJAUAN TEORI 
  Dalam bab ini di tuangkan mengenai tinjauan tentang teori 
tentang : 
A. Pemerintahan daerah 
B. Pemilihan kepala daerah 
C. Pentingnya peranan dan pengawasan 
D. Tinjauan umum tentang panitia pengawas pemilu 
BAB 1V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini akan di tuangkan pembahasan tentang : 
A. Peran panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam 
mengawasi penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 berdasarkan 
Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan 
Gubernur Bupati dan Walikota. 
B. Faktor penghambat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 
dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 
berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang 
pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. 
BAB V  :  PENUTUP  
  Dalam bab ini berisikan : 
A. Kesimpulan dari hasil penelitian 
B. Saran 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti 
Kabupaten Kepulauan Meranti  adalah salah satu Kabupaten termuda 
di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya Selatpanjang. Kabupaten 
Kepulauan Meranti terdiri dari sembilan kecamatan yaitu, Kecamatan Tebing 
Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, 
Pulau Merbau, Merbau, Tasik Putri Puyu, dan Tebing Tinggi Timur. 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari 
Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. 
dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009, Tuntutan 
pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh 
masyarakat Meranti sejak tahun 1997, seruan pemekaran kembali 
dihembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan tahun 1990-an hingga 
tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan Riau yang belum 
dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat 
meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BP2KM) Sebagai wadah 
aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten 
Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituang 
dalam keputusan  Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni tahun 1999 
 
16 
17 
 
 
 
tentang Persetujuan  terhadap pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat 
Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, perihal dukungan 
terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 
Tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 1396/IX/2008 
Tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi terhadap 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur 
Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang 
Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten 
Kepulauan Meranti.
23
 
1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Terkini 
Secara umum kabupaten kepulauan meranti beriklim tropis dengan 
suhu udara antara 25
0
-32
0 
Celcius, dengan kelembapan dan curah hujan 
sangat tinggi, kabupaten kepulauan meranti sebagian besar terdiri dari 
daratan rendah dan perpulau, struktur tanah terdiri dari tanah alluvial dan 
gray humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau 
(mangrove), karakteristik tanah dengan kedalaman salum cukup dalam dan 
bergambut, bertopografi datar dengan kelerengan 0-8% dan ketinggian 
rata-rata 1-6,4 m diatas permukaan laut. 
Kabupaten kepulauan meranti berada pada kordinat  0
0
42
’30’-
1
028’0’’-103010’0’’ BT, yang terletak pada bagian pesisir timur pulau 
sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara 
tetangga dan masuk dalam daerah hinterland dan kawasan freetrade zone, 
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Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 5  maret 2019 
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masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi (griwtrigle) 
Indonesia, Malaysia, singapura. Dalam rangka pemanfaatan dan 
keuntungan posisi geografis maka wilayah kabupaten kepulauan meranti 
sangat potensial berfungsi sebagai pintu gerbang lintas batas negara atau 
pintu gerbang internasional melalui jalur laut, sebagai beranda terdepan 
negara dalam pengembangan pusat niaga dan industry. 
Kabupaten kepulauan meranti memiliki luas wilayah 3707,84 km
2
, 
dengan selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten, jumlah penduduk 
kabupaten kepulauan meranti berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 
2017 berjumlah 10,299 jiwa, terdiri dari 5,234 penduduk laki-laki dan 5,06 
jiwa penduduk perempuan. Perbatasan-perbatasan wilayah kabupaten 
kepulauan meranti : 
Sebelah Utara    : Selat malaka 
Sebelah Selatan  :  Kabupaten siak dan kabupaten pelalawan 
Sebelah Barat     :  Kabupaten karimun provinsi kepulauan riau  
Sebelah Timur    :  Kabupaten bengkalis 
Tabel II.1  
Penyebaran Penduduk Disetiap Kecamatan 
 
No Nama Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Penduduk 
1 Tebing Tinggi Barat 586.83 km 15 916 
2 Tebing Tinggi 849.50 km 56 540 
3 Tebing Tinggi Timur 768.00 km 11 811 
4 Rangsang 681.00 km 18 647 
5 Rangsang Pesisir 371.14 km 17 075 
6 Rangsang Barat 241.60 km 17 550 
7 Merbau 1.348.91 km 14 264 
8 Pulau merbau 380.40 km 15 068 
9 Tasik Puteri Puyu 551.00 km 16 426 
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2017.
24
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2. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti  
Visi kabupaten kepulauan meranti adalah menjadikan kabupaten 
kepulauan meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul dalam 
tuntutan masyarakat madani. 
Misi kabupaten kepulauan meranti yaitu : 
a. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efesien dan efektif 
b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui sewasembada hasil-hasil 
pertanian, perikanan dan perternakan. 
c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam 
rangka pengembangan ekonomi local. 
d. Meningkatkan sumber daya manusia dan produktifitas  
e. Meningkatkan insfrastruktur dasar dalam merangkai pulau, termasuk 
revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi  
f. Mendorong infestasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan 
penciptaan nilai tambah ekonomi 
g. Meningkatkan pembinaan mental sepiritual dalam rangka mewujudkan 
masyarakat yang berakhlatul karimah. 
 
B. Sejarah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti 
Panwaslu dalam menjalankan tugas di bantu oleh seketariatan, 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 2017, untuk 
mendukung tugas dan wewenangnya, berdasarkan perinsip-prinsip pemilu dan 
peraturan perundang-undangan, sekretariat selalu berupaya semaksimal 
mungkin dalam menjalankan fungsinya yaitu mengerjakan hal-hal yang 
20 
 
 
 
bersifat teknis dalam menjalankan pengawasan pemilu. Pengawas pemilu 
adalah lembaga adhoc atau sementara, yang dibentuk sebelum tahapan 
pertama pemilu, yaitu meliputi pendaftaran peserta pemilih, dimulai dan 
dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. 
Dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955 sama sekali tidak mengenal 
lembaga pengawas pemilu, lembaga pengawas pemilu baru muncul pada 
pemilu tahun 1982, yang dinamakan panwaslak, pembentukan lembaga 
panwaslak ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan 
manipulasi dalam pemilu yang dilakukan oleh petugas penyelenggara pemilu 
pada tahun 1971. Pada pemilu tahun 1977 pelanggaran dan kecurangan yang 
terjadi jauh lebih masif, atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi lantas 
direspon oleh pemerintah dan DPR yang didominasi oleh ABRI dan Golkar, 
maka munculah gagasan untuk memperbaiki dengan tujuan meningkatkan 
kualitas pada pemilu tahun 1971, demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI 
pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam 
kepanitiaan pemilu. Maka Pemerintah membentuk badan yang terlihat dalam 
urusan pemilu untuk mendampingi lembaga pemilihan umum, badan baru ini 
bernama panitia pengawas pelaksana pemilihan umum, dengan struktur dan 
fungsi dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan 
untuk pemilu tahun 1999, kemudian badan ini berubah menjadi panitia 
pengawas pemilihan umum (panwaslu).  
Panwaslu kab/kota bersifat adhoch (sementara) dibentuk paling lambat 
satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan 
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berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan pertama 
penyelenggaraan pemilu selesai, panwaslu kab/kota berkedudukan di Ibukota 
kabupaten/kota dalam hal ini di Kabupaten Kepulauan Meranti.  
Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terbentuk pada tanggal 13 
september 2017, dalam rangka persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 
putaran terakhir 27 juni 2018, anggota panwaslu Kabupaten Kepulauan 
Meranti terdiri dari 2 (dua) orang komisioner dan 1 (satu) orang ketua dari 
kalangan profesional yang bersifat adhoch, dan merangkap anggota, dipilih 
oleh anggota panwaslu Kabupaten/Kota itu sendiri,  tanggal 14 oktober 2017 
terbentuklah panwascam SeKabupaten Kepulauan Meranti setelah melalui 
proses pensleksian yang diselenggarakan oleh panwas Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
 
C. Visi dan Misi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 
1. Visi 
Terwujudnya pelaksanaan pemilihan umum yang profesional dan 
moderen, serta memiliki kemampuan yang tangguh untuk menegakkan 
keadilan dan kebenaran demi terwujudnya demokrasi yang jujur adil dan 
bersih. 
2. Misi 
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di Wilayah Kabupaten/ 
Kota 
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan pemilu  
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c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu 
yang mengandung unsur tindak pidana 
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota 
untuk ditindak lanjuti  
e. meneruskan penemuan dan laporan yang bukan menjadi 
kewenanganya kepada instansi yang berwenang  
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu yang berkaitan dengan adanya 
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
penyelenggaraan pemilu, oleh penyelenggara pemilu ditingkat 
Kabupaten/Kota 
g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang 
pengenaan sangsi kepada anggoya KPU Kabupaten/Kota, sekretaris 
dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti 
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung 
h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu  
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-
undang. 
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D. Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 
Dodi Herpendi, S.E
Kepala Sekretariat
Hendri, AMD
Bendahara
Eri Gunawan, SPd
Staf Sekretariat
Ibrahim, SE
Staf Sekretariat
Efendi, Sag
Staf Sekretariat
Hendra Sandra
Pelaksanan Non PNS
Hadi Putrawan, SE
Pelaksanan Non PNS 
Wahyuni, SPd
Pelaksana Non PNS
Syahrudin, SPd
Pelaksana Non PNS
Nurul Ilya Nazril, AMK
Pelaksana Non PNS
Doni Zulaindra
Pelaksana Non PNS
Ade Saputra
Tenaga pendukung
M. Al Hafis, SPdi
Tenaga pendukung
Mulyadi
Tenaga pendukung
Pimpinan Panwaslu 
Kabupaten
Dodi Herpendi, S.E
Kodif pencegahan dan hubungan 
antar lembaga
Syamsyurizal, SIP
Kodiv pelaksana pelanggaran
Muhamad Zaki, SPd
Kodiv organisasi dan SDM
Panwas Kecamatan
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BAB III 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Negara Hukum dan Demokrasi 
Negara hukum dan demokrasi adalah mekanisme kekuasan dalam 
menjalankan roda pemerintahan negara. kedua konsepsi tersebut saling 
berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena  pada  satu  
sisi demokrasi memberikan  landasan  dan mekanisme kekuasaan  berdasarkan 
prinsip persamaan  dan  kesederajatan manusia, pada  sisi  yang  lain  negara  
hukum  memberikan  patokan  bahwa  yang memerintah dalam suatu negara 
bukanlah  manusia,  tetapi  hukum.
25
  
Sedangkan menurut Stahl, negara hukum ditandai empat unsur pokok : 
(1) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, (2) negara berdasar pada 
teori trias politica, (3) pemerintah dilaksanakan berdasar undang-undang, dan 
(4) peradilan administrasi negara. berbagai perkembangan kemudian 
memunculkan rechtsstaat, dengan unsur kepastian hukum, persamaan, 
demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum, konsep 
rechtsstaat di Eropa Kontinental sejak awal didasarkan pada filsafat liberal 
yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam 
konsep negara hukum tersebut. di negara Anglo Saxon berkembang suatu 
konsep lain yang dipelopori AV. Dicey (Inggris), dengan nama rule of law, 
dengan tolok ukur supremasi hukum (supremacy of law), persamaan di depan 
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hukum (equality before the law), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak 
perseorangan (the constitution based on individual rights). perbedaan yang 
sangat menonjol rechtsstaat dan rule of law adalah pada konsep peradilan 
administrasi. ia sangat menonjol pada rechtsstaat, dan pada rule of law tidak 
diterapkan karena kepercayaan masyarakat yang besar kepada peradilan 
umum. 
Dalam negara hukum, setiap pemerintahan baik dalam lapangan 
pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus di dasarkan pada 
peraturan perundang-undangan, Seiring dengan itu pengertian asas legalitas 
juga berubah dan berkembang dari pemerintahan berdasar undang-undang 
(wegamtigheid van bestuur) menjadi pemerintahan berdasarkan hukum 
(rechtmatigheid van bestuur). Perubahan ini menunjukkan terjadinya 
perubahan nilai, negara hukum mengandung unsur pembatasan kekuasaan, 
karena prinsip pokok paham konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap 
kekuasaan negara atau pemerintah. negara hukum ingin menegaskan bahwa 
penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum, yang 
prinsipnya senantiasa berkembang sesuai perkembangan masyarakat.
26
 
Demokrasi  selalu  menempatkan  rakyat  pada  posisi  yang sangat  
strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran 
implementasinya  terjadi  perbedaan  antara  negara  yang  satu  dengan negara 
yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka  di  
dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi 
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konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi 
pancasila, demokrasi  rakyat, demokrasi  soviet, demokrasi  nasional, dan  lain  
sebagainya. semua  konsep  ini  memakai istilah demokrasi, yang menurut asal 
kata berarti “rakyat berkuasa” atau government  or  rule  by  the  people (kata  
Yunani  demos  berarti  rakyat, kratos/kratein berarti  kekuasaan/berkuasa).  
Sementara itu, Sidney Hook memberikan definisi tentang  demokrasi 
sebagai  bentuk  pemerintahan  dimana  keputusan-keputusan  pemerintah 
yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung 
didasarkan  pada  keputusan  mayoritas  yang  diberikan  secara  bebas  dari 
rakyat. hal  ini  berarti  bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyat memberikan 
ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan  mereka, 
termasuk dalam menilai  kebijaksanaan  negara  yang turut menentukan 
kehidupan mereka tersebut. oleh karena itu, demokrasi sebagai  suatu  gagasan 
politik di dalamnya terkandung  5  (lima)  kriteria, yaitu : (1)  persamaan  hak  
pilih  dalam  menentukan  keputusan  kolektif yang  mengikat;  (2)  partisipasi  
efektif, yaitu kesempatan yang  sama  bagi semua warga negara dalam proses 
pembuatan keputusan secara kolektif, (3)  pembeberan  kebenaran,  yaitu  
adanya  peluang  yang  sama  bagi  setiap orang  untuk  memberikan  penilaian  
terhadap  jalannya  proses  politik  dan pemerintahan  secara  logis,  (4)  
kontrol  terakhir  terhadap  agenda,  yaitu adanya  keputusan  eksklusif  bagi  
masyarakat  untuk  menentukan  agenda mana  yang harus  dan tidak harus  
diputuskan  melalui  proses pemerintahan,  termasuk  mendelegasikan  
kekuasaan  itu  pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan 
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(5)  pencakupan,  yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dalam 
kaitannya dengan  hukum. 
Demokrasi sebagai suatu  gagasan  politik merupakan paham yang 
universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai  berikut : 
(1) Penyelenggara  kekuasaan  berasal  dari  rakyat (2) Setiap  pemegang 
jabatan yang dipilih oleh rakyat  harus  dapat mempertanggung jawabkan 
kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya (3) diwujudkan secara 
langsung maupun tidak  langsung (4) rotasi  kekuasaan  dari seseorang atau 
kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi  peluang  
akan  terjadinya rotasi  kekuasaan harus ada, dan dilakukan  secara  teratur  
dan damai (5) adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu 
dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih 
dan dipilih, dan (6) danya kebebasan menikmati hak-hak dasar, dalam 
demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara 
bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat 
27
 
 
B. Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah 
1. Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Otonomi  daerah  adalah  kebebasan masyarakat  setempat  untuk  
mengatur dan mengurus kepentingan sendiri yang bersifat  lokalitas  untuk  
terselenggaranya kesejahteraan. dalam otonomi terdapat nilai yang  hakiki,  
yakni nilai demokrasi dan prakarsa sendiri. Menurut Moh. Hatta,   
otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong    
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berkembangnya prakarsa sendiri,  yang berarti pengambilan keputusan    
sendiri dan pelaksanaan sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat.  
dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk 
rakyat  dapat  dicapai.  rakyat  tidak  saja menentukan nasibnya sendiri, 
melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. pelaksanaan pemerintahan 
daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan 
terciptanya   pemerintahan daerah yang demokratis dalam rangka menuju 
pada pemerintahan yang baik (good governance).
28
  
Undang-undang No. 32 tahun 2004 memberikan otonomi pada 
daerah untuk menggunakan sejumlah kewenangan guna mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, penjelasan umum butir (1a) 
undang-undang No. 32 tahun 2004. yang termasuk otonom itu adalah 
daerah, bukan kepala daerah maupun DPRD, Daerah yang diberi otonomi 
itu berotonomi daerah, otonomi daerah adalah input, dalam pemberian 
otonomi kepada semua daerah yang didasarkan pada perimbangan.
29
  
Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2014 terdiri dari cakupan 
materi yang lebih lengkap wewenang daerah. “Secara garis besar pada 
undang-undang itu disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah 
menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang 
nyata dan bertanggung jawab, yang dimaksud dengan otonomi yang 
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seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 
mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan 
pemerintah. “daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk 
memberi palayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
30
  
Menurut Djohermansyah Johan, urusan yang menjadi urusan 
kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. urusan wajib 
adalah urusan pemerintahan yang berkaitan pelayanan dasar, sedangkan 
urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang terkait dengan potensi 
unggulan dan kekhasan daerah. urusan wajib pemerintahan yang diberikan 
kepada pemerintah daerah sebanyak 16 urusan pemerintahan itu berlaku 
sama baik bagi pemerintahan provinsi maupun pemerintahan 
kabupaten/kota, sedangkan yang membedakannya adalah sekala 
berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efesiensi. 
Hadirnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, menurut Muchlis Hamdi juga disebabkan oleh penguatan PP No. 
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Leo 
berpendapat semangat otonomi Daerah dalam memberikan pelayanan 
mekanisme publik dan pengelolaan keuangan serta urusan lebih jelas, 
lebih lanjut dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 mengatur beberapa  
pasal yang terperinci dan cukup lengkap. Salah satunya mengenai 
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Pemilihan Kepala Daerah, Desa dan daerah pemekaran (daerah otonom 
baru).
31
 
2. Pemerintahan Daerah  
Dalam beberapa kajian tentang hukum pemerintahan daerah 
dijumpai bahwa pemerintahan daerah secara etimologi dalam bahasa 
yunani autos yang berarti sendiri dan nomous yang berati hukum atau 
peraturan, dalam buku sarundjang merujuk literatur belanda dikatakan 
bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri (zelfegeling), yang oleh Van 
Vollenhoven dibagi atas  zelfwetgeving (membuat undang-undang sendiri), 
zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelfrecthspraak (mengadili sendiri), 
dan zelfpolitie (menindaki sendiri). dengan demikian dapat dipahami 
pemerintahan adalah kewenangan sedangkan daerah adalah wilayah atau 
area, jadi pemerintahan daerah adalah wewenang pada suatu wilayah atau 
daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau 
daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik dan 
perimbangan keungan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi 
yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkunganya.
32
  
Menurut ketentuan pasal 18 UUD 1945, bahwa dasar 
permusyawaratan atau perwakilan tidak hanya berada pada pemerintahan 
pusat, melainkan juga pada pemerintahan daerah, ketetapan pemerintahan 
daerah yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut memiliki dua 
nilai dasar unitaris dan desentralisasi teritorial, artinya kedaulatan yang 
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melekat pada rakyat, bangsa dan negara repoblik indonesia tidak akan 
terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
33
 apabila ditelaah dari 
sejarah pembentukan pasal 18 UUD 1945 Muh. Yamin lah yang pertama 
membahas masalah pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI 29 mei 
1945, ia mengatakan “Negeri, Desa, dan segala persekutuan hukum adat 
yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, 
dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah, atara bagian atas dan bagian 
bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk 
menjalankan pemerintahan urusan dalam,pengreh praja”. 
Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa 
pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
lainya, hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, 
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan hubungan lainya, 
yang menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan 
pemerintahan. dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan 
antara pemerintahan dan daerah, undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 
10 menegaskan, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenanganya, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. 
Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
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luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantunya, urusan pemerintahan 
yang mengurus pemerintahan pusat meliputi, hubungan politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fisikal, dan agama.
34
  
Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
daerah kepala daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah 
dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis melalui 
pilkada, Gubernur Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kepala daerah dibantu 
oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil 
Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut 
wakil wali kota., Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, 
wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai 
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada 
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DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada masyarakat. 
3. Pemilihan Kepala Daerah 
Pemilihan umum kepala daerah selanjutnya disebut pemilihan 
adalah pelaksana kedaulatan rakyat diwilah Provinsi, Kabupaten/Kota 
untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali 
Kota dan wakil wali Kota secara langsung dan demokrasi.
35
 
Pemilihan umum (pemilu) adalah peroses pemilihan orang-orang 
untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, pemilu merupakan salah 
satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) 
dengan melakukan kegiatan rektorika, publik, relations, komunikasi 
massal dan melakukan kegiatan lainya. Dalam Undang-undang No. 7 
tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa, pemilihan umum 
yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk 
memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan 
Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan 
perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia 
tahun 1945, dasar pelaksanaan pemilu pasal 18 ayat (3) UUD 1945 
menyatakan bahwa pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan 
Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
36
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Perkembangan pemilihan umum langsung oleh rakyat dilakukan 
untuk membentuk lembaga yang melakukan pengawasan terhadap 
pemerintahan, hal itu dilakukan untuk membatasi kekuasaan, secara umum 
bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis, 
pemilihan langsung dianggap perlu yaitu untuk lebih membuka pintu bagi 
tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat dan untuk 
menjaga stabilitas pemerintahan. 
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung 
oleh rakyat menurut Ramlan Subekti secara substansi maupun tahapan 
pelaksanaanya merupakan pemilu (pemilihan umum), pasal 18 ayat (4) 
UUD 1945 menyebutkan, gubernur, bupati dan walikota masing-masing 
sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih 
secara demokratis, pasal 1 undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang 
pemilihan gubernur bupati dan walikota menyatakan bahwa yang 
selanjutnya disebut pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk memilih Gubernur Bupati dan 
Wali Kota secara langsung dan demokratis.
37
 
4. Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun 
demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum 
merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga 
harus diselenggarakan secara demokratis. oleh karena itu, lazimnya di 
negaranegara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi 
                                                             
37
 Op.Cit, h. 129-135  
  
35 
46 
 
mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang 
legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. demokrasi dan 
Pemilu yang demokratis merupakan “qonditio sine qua non”, the one can 
not exist without the others. Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai 
prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk 
memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk 
menduduki jabatan-jabatan politik.
38
 
Dalam demokrasi indonesia masyarakat berhak, bahkan wajib 
berpolitik untuk menentukan haluan negara, membuat undang-undang dan 
mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara. hukum dibentuk sesuai dengan 
hasil proses politik didalam masyarakat. setelah hukum dibentuk dalam 
wujud undang-undang maka setiap orang harus tunduk padanya.
39
  dari 
pada itu maka dibutuhkan kontrol dalam melaksanakanya. Sosial kontrol 
(social control) diartikan sebagai suatu proses yang direncanakan maupun 
yang tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak bahkan 
memaksa warga masyarakat agar mematuhi hukum, kaidah dan nilai yang 
berlaku, perwujudan sosial kontrol berupa penerapan peraturan perundang-
undangan.
40
 
Dasar hukum pemilihan kepala daerah langsung adalah:  
a. Undang – undang Dasar 1945, pasal 18 ayat (4) Gubernur Bupati Dan 
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, 
kabupaten dan kota. 
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b. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.   
c. Undang-undang No. 8 tahun 2015 perubahan atas undang-undang No. 
1 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati 
dan Walikota. pasal 3 ayat (1) pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) 
tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah negara kesatuan 
republik indonesia. 
d. Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 
undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang 
pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. 
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 4 tahun 
2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 
3 Tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. 
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 
2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 
umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota. 
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C. Pentingnya Peranan dan Pengawasan 
1. Pengertian Peran 
Peran merupakan prilaku yang diatur dan diharapkan dari 
seseorang dalam posisi tertentu, seorang pemimpin didalam organisasi 
mempunyai peranan setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana 
penanggung peran berprilaku.
41
  
Peran adalah aktor, dalam konteks sosial peran diartikan sebagai 
suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu 
posisi dalam struktur.
42
  
Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 
antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori 
peran berawal dari sosiologi dan antropologi, dalam ketiga ilmu tersebut, 
istilah “peran” diambil dari dunia teater. dalam teater, seorang aktor harus 
bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh 
itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi actor dalam 
teater (sandiwara) itu kemudian dianologikan dengan posisi seseorang 
dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam 
masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku 
yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada 
dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan 
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 Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi, (Jakarta : 
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orang atau aktor tersebut, dari sudut pandang inilah disusun teori-teori 
peran.
43
 
Selain itu, Kahn et al, juga mengenalkan teori peran pada literatur 
perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan 
organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku 
peran mereka.
44
 
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, peran adalah 
aktor yang dijalankan seorang didalam organisasi untuk menjalankan tugas 
dan kewajiban yang melekat padanya. 
2. Pengertian Pengawasan 
Koontz berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan 
pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan 
organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai 
tujuan organisasi. selanjutnya secara sederhana disebutkan bahwa 
pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan 
organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau segala 
usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan  menilai kenyataan yang 
sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah yang sesuai 
dengan semestinya atau tidak.
45
 
                                                             
43 Gartiria Hutami dan Anis Chariri, Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran 
Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah, (Studi Empiris pada 
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Menurut Stephen Robein (1980), pengawasan dapat didefenisikan 
sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalanya 
pekerjaan, dengan selesai secara sempurna sebagaimana yang 
direncanakan dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling 
berhubungan. Sondang Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah 
peroses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan sebelumnya. Arifin Abdurahman (1960) mengatakan 
bahwa ada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagai 
kasus penyelewengan serta penyalah gunaan wewenang, yaitu (a) Filsafat 
yang dianut oleh sutu bangsa, (a) agama yang mendasari, (c) kebijakan 
yang dijalankan, (d) anggaran pembiayaan, (e) penempatan pegawai dan 
prosedur kerja, (f) kemantapan kordinasi dalam organisasi.
46
  
Menurut Griffin bahwa proses pengawasan memiliki empat dasar 
tahapan yaitu : (a). Establish standards, dengan menetapkn kembali target 
atau program yang berikut untuk perbandingan yang membawa kinerja 
terukur, standar pengawasan inipun selalu konsisten terhadap tujuan 
organisasi. (b). Measurement performance, ukuran kinerja yang tetap, 
kegiatan yang terus menerus pada sebagain besar organisasi, untuk suatu 
pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian, 
mingguan atau bulanan, penampilan ukuran pelayanan dari suit Post, 
kualitas produk dan jumlahnya, penampilan pekerja sering diukur antara 
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mutu dan jumlah terhadap hasil. (c). Compare performance Grains 
standar, membandingkn kembali kinerja dengan standar, mungkin kinerja 
lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar. (d). Consider 
corrective action, keputusan untuk mengambil tindakan yang berat, 
manajer memerlukan analisis dan keahlian diagnostik, meneliti tingkat 
penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma. 
Pengawasan merupakan sebuah aspek  penting  dalam  manajemen  
aparatur negara agar segala tugas, fungsi, dan program-program yang 
dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. fungsi  
pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karena dalam proses 
pengawasan dapat  mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang 
telah ditetapkan.
47
 
Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen 
pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk 
terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan 
melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensip dan membina, 
maka diharapkan kemampuan terutama dibidang kontrol pengawasan, 
dapat ditingkatkan kepastianya dalam rangka membangun insfrastruktur 
birokrasi yang lebih kompetitif.
48
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D. Tinjauan Umum tentang Panitia Pengawas Pemilu 
1. Pengawasan Pemilihan Umum 
Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, 
memeriksa dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan 
penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
panwaslu kabupaten Kota, panwaslu Kecamatan, panwaslu lapangan dan 
panwaslu luar negeri.
49
 Menurut Stoner dan Freeman yang dikutip oleh 
Wasistiono dan Yonatan dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses 
untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Harrop 
dan Miller menyatakan secara lengkap “pemilu adalah sebuah preferensi 
ekspresi formal yang diatur untuk kemudian ditampung dan 
ditransformasikan kedalam sebuah keputusan kelompok tentang siapa 
yang akan memerintah apakah ada pergantian dalam kepemimpinan 
pemerintahan atau tidak”. 
Sedangkan Heywood menyatakan “Pemilu menyediakan bagi 
masyarakat kesempatan formal yang paling jelas untuk memengaruhi 
proses politik, dan juga membantu secara langsung atau tidak langsung, 
untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan”. 
Sehubungan pemilu adalah aktivitas formal yang dibiayai negara, maka 
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lembaga-lembaga yang terlibat juga formal, untuk Indonesia, lembaga 
pelaksana adalah KPU dan lembaga pengawas adalah Bawaslu.
50
 
2. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian Panitia adalah 
kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau 
mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya.
51
 sedangkan pengertian 
pengawasan menurut Sondang Siagian mengatakan bahwa pengawasan 
adalah peroses pengamatan pelaksanaan dan kegiatan.
52
 sedangkan pemilu 
(pemilihan umum) adalah melaksanakan kedaulatan rakyat dan 
melaksanakan hak asasi warga Negara untuk menentukan jalanya negara.
53
  
Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, 
panwaslu adalah kelompok orang yang ditunjuk untuk mengurus hal-hal 
yang ditugaskan kepadanya dalam proses pengamatan dan pelaksanaan 
kedaulatan rakyat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam pemilu. 
Panwaslu memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam 
rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaraan pemilu untuk 
mewujudkan pemilu yang demokratis. Kewenangan panwaslu sangat 
dilematis dituntut untuk menjadi instrumen dalam menegakkan pemilu 
yang jujur dan berkeadilan melalui tugas dan kewenanganya, akan tetapi 
jangkauan yang dimiliki panwaslu sangat terbatas sebagai lembaga yang 
hanya mengantarkan perkara-perkara kepada lembaga lain. 
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Panwaslu Kabupaten/kota beranggotakan tiga orang diangkat 
dengan keputusan bawaslu provinsi melalui sleksi ketat hal tersebut demi 
keutuhan dan kemurnian penyelenggaraan pilkada. Panitia Pengawas 
Pemilihan Kabupaten/Kota  adalah  panitia  yang  dibentuk oleh Badan    
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi yang bertugas untuk 
mengawasi penyelenggaraan pemilihan   diwilayah  Kabupaten/Kota.
54
 
3. Dasar Hukum Terbentuknya Panwaslu Kabupaten Kota dan Tugas 
Wewenangnya 
Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus 
bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai 
dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang 
dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat 
berdasarkan tujuan suatu organisasi. setiap pegawai seharusnya 
melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan 
dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas  tersebut digolongkan 
kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan 
tuntutan. 
Dasar hukum panitia pengawas Kabupaten/Kota dan tugas 
wewenangnya sebagai berikut : 
a. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia 
No. 1 tahun 2016 tentang pembentukan, pemberhentian dan pergantian 
antar waktu badan pengawas pemilihan umum Provinsi, panitia 
pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota, panitia pengawas 
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pemilihan umum Kecamatan, panitia pemilihan umum lapangan dan 
pengawas pemilihan umum luar negeri. 
b. Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan 
Gubernur Bupati dan Walikota, pasal 30 yaitu, Mengawasi tahapan 
penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :    
1) Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK (panitia pemilihan 
kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara), dan KPPS 
(kelompok penyelenggara pemungutan suara) 
2) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 
penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap 
3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 
pencalonan   
4) Proses dan penetapan calon 
5) Pelaksanaan kampanye 
6) Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya 
7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 
pemilihan   
8) pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih  
9) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;  
10) Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK  
11) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, 
Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan   
12) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan 
lanjutan, dan Pemilihan susulan  
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13) Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota   
a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan mengenai Pemilihan   
b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan 
sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana   
c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti   
d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 
kepada instansi yang berwenang  
e. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya 
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, 
Kabupaten, dan Kota   
f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang 
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota, sekretaris 
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan 
h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan 
perundang-undang. 
 
 
 1 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis maka penulis mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Peran panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengawasi 
penyelenggaraan pilkada Riau 2018 berdasarkan Undang-undang No. 10 
tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota adalah 
melaksanakan pengawasan hanya secara administrasi, sedangkan 
berdasarkan undang-undang yang berlaku tugas dan wewenang panwaslu 
memiliki hak pengawasan yang luas meliputi pengendalian pada 
keseluruhan pengendalian plkada yang kewenanganya terbatas, dengan 
berkordinasi bersama KPU Kabupaten, hanya menerima laporan dan 
merekomendasikan temuan pelanggaran. dalam perakteknya belum 
berjalan dengan maksimal disebabkan oleh lemahnya kinerja panwaslu 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. salah satunya dapat 
dilihat dari temuan-temuan pelanggaran yang ada selama 
penyelenggaraan pilkada Riau 2018 di Kabupaten Kepulauan Meranti 
terutama dalam mengawasi pengawasan rekrutmen KPPS yang hanya 
sebagi pengoreksi kesalahan dari lembaga KPU Kabupaten sebagai 
pelaksanaan rekrutmen. 
2. Adapun faktor penghambat panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 
dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 berdasarkan 
68 
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undang-undang No 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati dan 
wali kota diantaranya yaitu : (a) lemahnya aturan perundang-undangan, 
(b) sumber daya manusia, (c) terbatasnya anggaran, (d) keadaan Geografi 
dan penunjang kerja, dan (e) kurangnya kesadaran peserta pilkada dan 
pemilih. 
 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian penulis, maka adapun saran yang dapat penulis 
berikan yaitu : 
1. Ketua panitia panitia panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti selaku 
panitia pengawas dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan, terutama 
dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada Riau 2018 di Kabupaten 
Kepulauan Meranti, harus lebih berperan aktif baik secara langsung 
maupun tidak langsang lebih inofatif dan lebih oktimal dalam melakukan 
arahan kepada jajaranya, menjalin kerja sama yang baik dan saling 
besinegritas agar terlaksananya tugas dan wewenang sebagai lembaga 
pengawas pemilu, harus memsosialisasikan aturan lebih persuasif kepada 
jajaran pnwaslu secara maksimal sehingga dapat mengurangi pelanggaran-
pelanggaran dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada. 
2. Selain saran untuk panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, juga untuk 
pemerintah selaku pembuat aturan diharapkan lebih tegas dan mudah 
sesederhana mungkin dalam membuat aturan maupun perundang-
undangan terutama dalam hal peran lembaga panwaslu. Karna dalam 
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penindakan ataupun sanksi yang lemah tidak akan dapat memberikan efek 
yang baik bagi perbaikan kinerja dalam mengawasi penyelenggaraan 
pilkada. 
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